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BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BESARAN PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM KEPADA
PEGAWAI HONOR TIDAK TETAP, GURU KONTRAK, GURU BANTU, GURU
SUKARELA DAN TENAGA KONTRAK MEDIS PADA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ASMAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan
tugas pelayanan, pembangunan, dan pemerintahan
pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat, maka
perlu menyediakan Sumber Daya Aparatur baik
Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Honor Tidak
Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang
dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-
undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Asmat tentang Standar Besaran
Pembayaran Gaji/Honorarium Kepada Pegawai Honor
Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela
dan Tenaga Kontrak Medis pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ........ /2
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang ........ /3
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Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan ........ /4
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten
Asmat Tahun 2016 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BESARAN
PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM KEPADA PEGAWAI
HONOR TIDAK TETAP, GURU KONTRAK, GURU BANTU,
GURU SUKARELA DAN TENAGA KONTRAK MEDIS PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara dan
Calon Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Asmat.

2. Pejabat yang berwenang adalah pimpinan SKPD selaku
Pengguna Angaran, Sekretaris SKPD selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Kasubbag Keuangan selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Asmat.

3. Pemerintahan ........ /5
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan
prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara  Kesatuan Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Kabupaten adalah Kabupaten Asmat.

Bupati adalah Bupati Asmat.

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem
kepegawaian, dan tidak berkedudukan sebagai Aparatur
Sipil Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam pembayaran gaji/honorarium
kepada Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru Bantu,
Guru Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan pada
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Asmat.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Agar terciptanya kesamaan pemahaman serta tindakan
bagi pejabat berwenang dan/atau bendahara
pengeluaran dalam membayar gaji/honorarium kepada
Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru Bantu,
Guru Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan.

Adanya dasar hukum sebagai pedoman teknis bagi
pejabat berwenang dalam mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pembayaran gaji/honorarium
kepada Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru
Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan.

BABII ........ /6
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BAB III
RUANG LINGKUP PEMBAYARAN
GAJI/HONORARIUM

Pasal 4

Gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap, Guru
Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga
Kontrak Kesehatan merupakan hak yang bersyarat dan
dibayarkan setiap bulan hanya kepada mereka yang
benar-benar  aktif melaksanakan  tugas  serta
berdasarkan penilaian secara adil, jujur dan obyektif
oleh pejabat atasan langsung (pejabat
struktural/fungsional) dan pimpinan SKPD dan/atau
Kepala Sekolah dengan melampirkan daftar kehadiran.
Gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan
kepada Pegawai Tidak Tetap yang namanya telah
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun
Anggaran berjalan serta telah diangkat melalui Surat
Keputusan Bupati Asmat dan/atau Nota Dinas
Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.

Gaji/honorarium Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru
Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Guru
Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga
Kontrak Kesehatan yang diangkat melalui Surat
Keputusan Bupati Asmat.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN
PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM

Pasal 5

Gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap, Guru
Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga
Kontrak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal
4 ayat (1) di atas diberikan sebagai upah kerja atau
penghasilan yang diterima atas pelaksanaan tugas yang
dikerjakan berdasarkan uraian tugas pada setiap unit
kerja pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Asmat.

(2) Besaran ........ /7
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Besaran gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap,
Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga
Kontrak Kesehatan, diberikan berdasarkan Tingkat
Pendidikan, serta jenis pekerjaan profesi tertentu
berdasarkan Standar Harga Satuan dan telah
dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran berjalan.
Besaran gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap,
Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga
Kontrak Kesehatan berdasarkan Tingkat Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Pegawai
Tidak Tetap yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi,
Tenaga Operator, Guru dan Tenaga Medis dan Non
Medis yang ditempatkan pada unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten.
Besaran gaji/honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap
dibayarkan berdasarkan jenis pekerjaan profesi
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni
Driver, Pembantu Driver, Cleaning Service, Operator
Mesin Diesel, Operator Internet, Satpam, Teknis Mesin,
Petugas IPA-Imtake, Petugas K3, Petugas Pencacah
Plastik, Petugas Sapu Jalan dan Honor Satpol PP.
Besaran gaji/honorarium kepada Guru Kontrak
dibayarkan berdasarkan kategori pemetaan wilayah
tempat bertugas.
Indikator utama yang digunakan dalam menentukan
dan menetapkan  pemetaan wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah berdasarkan 5 (lima)
variabel umum yaitu:
a. kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
b. rentang jarak tempuh dari dan ke ibu kota
kabupaten;
c. beban biaya operasional transportasi;
beban biaya kemahalan ekonomi; dan
e. ketersediaan sarana/prasarana jasa pelayanan
umum.
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Pasal 6

Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak dan Guru Bantu
yang melaksanakan  kegiatan tertentu = seperti
perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah atau tidak
masuk kerja karena suatu alasan atau kondisi tertentu
seperti mengalami kedukaan, musibah kecelakaan dan
sakit termasuk bersalin yang dapat dibuktikan dengan
surat keterangan, surat ijin atau adanya informasi yang
akurat dari pejabat yang berwenang atau pihak-pihak
yang bertanggungjawab, maka gaji/honorarium yang
bersangkutan tetap dapat dibayarkan.

[jin bagi Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru
Bantu, Guru Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan
hanya diberikan waktu 8 (delapan) hari, setelah itu
dikenakan potongan gaji/honorarium, kecuali
sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas.

Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak, Guru Bantu, Guru
Sukarela dan Tenaga Kontrak Kesehatan yang tidak
masuk kerja/alpa/mangkir atau meninggalkan tempat
tugas sebelum berakhirnya jam kerja tanpa alasan atau
informasi yang jelas kepada pimpinan atau atasan
langsungnya, maka gaji/honorarium Pegawai yang
bersangkutan dikenakan potongan absensi per hari
sebesar jumlah nominal pembulatan yang tertera pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Jumlah potongan absensi dimaksud diperhitungkan
langsung secara administratif didalam = daftar
permintaan pembayaran gaji/honorarium setiap bulan.

Pasal 7

Gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(1) dibayarkan setiap bulan oleh bendahara pengeluaran
OPD secara non tunai.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan dengan diundangkanya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun
Anggaran setiap Tahun Berjalan.
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan.
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEFOTA MARWOTO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19850522 201104 2 001




